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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor  130/Pdt.G/2019/PA.Mna

الرحيم الرحمن الله بسم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam sidang  majelis  telah  menjatuhkan

putusan perkara  cerai gugat antara :

Penggugat,  umur  34 tahun,  agama Islam,  pendidikan  SMP,  pekerjaan

swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan,

sebagai Penggugat;

Melawan : 

Tergugat,  umur  40 tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMP,  pekerjaan

swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan,

sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca surat gugatan Penggugat; 

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah  memeriksa  bukti  surat  dan  mendengar  keterangan  saksi-saksi  di

persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juni 2019

telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Manna  dengan  Nomor  130/Pdt.G/2019/PA.Mna,

tanggal 13 Juni 2019, dengan dalil-dalil  sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah

pada  hari  Minggu,  tanggal  25  Juni  2000  dengan  wali  nikah  ayah

kandung  Penggugat,  status  perawan  dengan  Jejaka   dengan  mas

kawin  berupa  uang  tunai  sebesar  Rp.  10.000,-(sepuluh  ribu  rupiah)

dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor
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No  Akta  Nikah yang  dikeluarkan   oleh  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Kota Manna tanggal 26-06-2000;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat Taklik

Talak;

3. Bahwa  setelah  menikah  Tergugat  dan  Penggugat  membina  Rumah

Tangga  di  rumah  orang  tua  Penggugat  selama  2  tahun,  kemudian

pindah   ke rumah sendiri selama 16 tahun sampai akhirnya berpisah:

4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul

sebagai suami istri dan mempunyai 2 (dua)  orang anak yang pertama

bernama  Anak  I,  Laki-laki  berumur  16  tahun,  anak  yang  kedua

bernama  Anak II, perempuan berumur 11 tahun, anak tersebut  ikut

Penggugat;

5. Bahwa,  keadaan  rumah  tangga  pada  mulanya  rukun  dan  harmonis

kurang lebih selama  17 Tahun 6 bulan, kemudian sejak awal  Januari

2019  sering  terjadi  pertengkaran  dan  perselisihan  yang  sulit

didamaikan;

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering

terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena;

a. Semenjak 3 bulan terakhir  Tergugat tidak pernah pulang ke rumah

karena Tergugat ingin menikah dengan orang lain;

b. Tergugat tidak menafkahi keluarga;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat

dan Terggugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal  10 Mei

2019 (Penggugat  tetap tinggal  di  rumah sendiri  sedangkan Tergugat

tetap  tinggal  di  rumah orang tua  Tergugat), selama berpisah  antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa Tergugat  juga tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir

untuk  kebutuhan  Penggugat,  antara  Penggugat  dan Tergugat   telah

berpisah selama lebih kurang 3 bulan;

9. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan

Tergugat  namun  tidak  berhasil  karena  Penggugat  tidak  mau  lagi

berumah Tangga dengan Tergugat;

10.Bahwa berdasarkan hal-hal  tersebut  diatas  Penggugat  merasa tidak

mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan

jalan  terbaik  adalah  bercerai  dan  mohon  kepada  Ketua  Pengadilan
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Agama CQ. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;

3. Membebankan biaya  perkara sesuai  dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Majels Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil- adilnya;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  sidang yang  telah  ditetapkan

Penggugat  telah  datang  menghadap  secara  in person di  persidangan,

sedangkan Tergugat  tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan

tidak  pula  mengutus  orang  lain  sebagai  wakil/kuasanya  untuk  datang

menghadap,  meskipun  menurut  surat  panggilan  terakhir  dari  Jurusita

Pengganti  Pengadilan  Agama  Manna Nomor  130/Pdt.G/2019/PA.Mna

tanggal 24 Juni 2019, terhadap panggilan tersebut ternyata Tergugat telah

dipanggil  dengan  resmi  dan  patut  dan  tidak  ternyata  bahwa  tidak

datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut

hukum;

Menimbang,  bahwa  mediasi  dalam  perkara  ini  tidak  dapat

dilaksanakan  oleh karena Tergugat tidak pernah hadir  ke persidangan

meskipun  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap;

Menimbang,  bahwa  Majelis  telah  berupaya  menasehati

Penggugat  agar  bersabar  dan  rukun  kembali  membina  rumah  tangga

dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah

surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  gugatanya,

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor  No Akta Nikah tanggal  26

Juni 2000,  yang dikeluarkan oleh Kantor  Urusan Agama Kecamatan

Kota Manna. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua

Majelis diberi tanda P;
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Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-

saksi sebagai berikut:

1. Saksi I,  umur  36 tahun,  Agama Islam, pekerjaan  ibu rumah tangga,

tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  hubungan

saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  membina

rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke

rumah bersama sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang

sekarang ikut dengan Penggugat;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi,  pada  awalnya  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat  rukun lebih kurang 3 bulan, setelah itu

keduanya  sering  bertengkar  dikarenakan  masalah  ekonomi  yaitu

uang  yang  diberikan  Tergugat  kepada  Penggugat  tidak  boleh

digunakan untuk belanja, dan Tergugat jarang pulang ke rumah;

- Bahwa  saksi  pernah  5  kali  melihat  langsung  Penggugat  dan

Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih

kurang 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah   pernah  dirukunkan  oleh

pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di

Kabupaten  Bengkulu  Selatan,  di  bawah  sumpahnya  telah

memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  hubungan

saksi dengan Penggugat sebagai ibu kandung;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  membina

rumah tangga di rumah saksi kemudian pindah ke rumah bersama

sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang

sekarang ikut dengan Penggugat;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi,  pada  awalnya  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat  rukun lebih kurang 3 bulan, setelah itu

keduanya  sering  bertengkar  dikarenakan  masalah  ekonomi  yaitu
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uang  yang  diberikan  Tergugat  kepada  Penggugat  tidak  boleh

digunakan untuk belanja, dan Tergugat jarang pulang ke rumah;

- Bahwa  saksi  pernah  5  kali  melihat  langsung  Penggugat  dan

Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih

kurang 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah   pernah  dirukunkan  oleh

pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa  atas  keterangan  saksi-saksi  tersebut,  Penggugat

menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi

tersebut,  sedangkan Tergugat  tidak  dapat  didengar  keterangannya  oleh

karena Tergugat tidak hadir dalam sidang pada hari yang telah ditentukan;

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan kesimpulannya  secara

lisan  yang  pada  pokoknya  tetap  bercerai  dengan  Tergugat  dan  mohon

putusan;

Bahwa  tentang  pemeriksaan  perkara  selama  persidangan,

selengkapnya telah termuat dalam berita acara yang merupakan bagian

yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk ringkasnya uraian

putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan

Tergugat atau kuasa hukumnya yang sah tidak pernah datang menghadap

ke persidangan  sedangkan yang bersangkutan  telah dipanggil  secara

resmi  dan patut,  berdasarkan berita  acara relas panggilan disampaikan

kepada Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama  Manna dan

tidak ternyata  ketidakhadiran  Tergugat  tersebut  disebabkan  oleh  alasan

yang sah menurut hukum, maka Majelis menilai relaas panggilan tersebut

telah sah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3)

dan (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Tergugat tidak datang

menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  gugatannya  mendalilkan

bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah
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pada hari  Minggu,   tanggal  25  Juni  2000,  maka berdasarkan bukti  (P)

berupa Fotokopi  Kutipan Akta Nikah  Nomor  No Akta  Nikah tanggal  26

Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota

Manna,  telah  bermeterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya

ternyata  sesuai,  oleh karenanya  terbukti  antara  Pengugat  dan Tergugat

adanya  ikatan  hukum  sebagai  suami  isteri  sah,  dengan  demikian

berdasarkan  bukti  (P)  tersebut Penggugat  memiliki  kedudukan  hukum

sebagai  pihak  yang  berkepentingan  dalam  perkara  ini   untuk

mengajukan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) juga terbukti Penggugat

dan  Tergugat  beragama  Islam  dan  perkawinan  mereka  dilangsungkan

berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal

63  Undang-Undang  Nomor:  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  1  Peraturan

Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975,  Pasal  49 Undang-Undang Nomor: 7

Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun

2006  dan  Undang-Undang  Nomor:  50  Tahun  2009  Pengadilan  Agama

berwenang memeriksa dan mengadili perceraian;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  datang

menghadap ke persidangan,  maka perkara ini  tidak dapat  dilaksanakan

mediasi  dikarenakan  Tergugat  tidak  pernah  datang  menghadap  ke

persidangan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7

Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan

Pasal  143  Kompilasi  Hukum  Islam,  Majelis  telah  berupaya  menasihati

Penggugat  untuk  tetap  membina rumah tangga dengan Tergugat,  akan

tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana

tersebut dalam dalil gugatan Penggugat yang selengkapnya telah termuat

dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  karena  Tergugat  tidak  hadir  maka  majelis

tidak  mengetahui  jawaban  atau  bantahan  dari  Tergugat  atas  gugatan

Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian
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dan  untuk  memastikan  gugatan  Penggugat  tidak  melawan  hak  serta

beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu untuk membuktikan

dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan  bukti 2 (dua) orang saksi

yaitu bernama Maria Marlia Nengsih dan Sirasmawati  yang secara formil

kedua  orang  saksi  tersebut  dapat  diterima  karena  telah  memenuhi

ketentuan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 RBg Jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun

1975.  Sedangkan secara materil  keterangan kedua saksi  tersebut  telah

saling  bersesuaian  dan  telah  mendukung  dalil-dalil  gugatan  Penggugat

mengenai  ketidakrukunan  dan  ketidakharmonisan  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat yaitu: Setelah 3 bulan dari pernikahan Penggugat

dan Tergugat  sering bertengkar dikarenakan masalah ekonomi yaitu uang

belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak boleh digunakan

untuk  belanja  dan  Tergugat  jarang  pulang  ke  rumah,  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  berpisah  rumah  lebih  kurang  3  bulan,  Tergugat  pergi

meninggalkan Penggugat,  maka berdasarkan Pasal  309 RBg kesaksian

kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  perkara  ini

dari  keterangan dua orang saksi  dihubungkan  dengan  dalil    gugatan

Penggugat, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2019  sering bertengkar

dikarenakan  masalah  ekonomi  yaitu  uang  belanja  yang  diberikan

Tergugat kepada Penggugat tidak boleh digunakan untuk belanja dan

Tergugat  jarang  pulang  ke  rumah,  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

berpisah rumah lebih kurang 3 bulan;

2. Bahwa  upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan

oleh  oleh  pihak  keluarga,  Majelis  dalam  tiap  persidangan  telah

berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai

namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  terbukti  poin  1

tersebut di atas Majelis menyimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran  yang  terus  menerus  antara  Penggugat  dengan  Tergugat
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yang berujung keduanya berpisah tempat tinggal sehingga Tergugat selaku

suami  tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana kehendak Pasal

33,  Pasal  34  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor:1  Tahun  1974,  oleh

karenanya  dapatlah  diambil  kesimpulan  hukum  bahwa  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat telah pecah  (Marriage Break Down)  dan dari

fakta  poin  2  tersebut  dapat  disimpulkan  pula  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  tidak  mungkin  lagi  dapat  didamaikan  dan  dirukunkan

kembali oleh karenanya tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup

rukun  kembali  dalam  rumah  tangga   dikarenakan  hati  mereka  telah

bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan batin diantara mereka, sehingga

kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan rohmah tidak

dapat  terwujud  lagi  antara  Penggugat  dengan  Tergugat,  sebagaimana

termaktub  dalam  Alquran  surat  Ar-Rum  ayat  21  dan  sesuai  dengan

maksud  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor:  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  3

Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya tidak ada lagi kemaslahatan

untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya;

Menimbang,  bahwa  dengan  perkawinan  diharapkan  akan

memberikan  kemaslahatan  bagi  suami  istri  (in casu Penggugat  dan

Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang

dialami Penggugat sebagaimana terlihat dari fakta poin 1 dan 2 tersebut di

atas,  maka  bukan  lagi  kemaslahatan  yang  didapat  melainkan

penderitaanlah yang dirasakan oleh Penggugat, dalam keadaan demikian

maka  perceraian  merupakan  jalan  terakhir  yang  dapat  menghindarkan

Penggugat dari penderitaan yang terus berkepanjangan, dari pada tetap

mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di  atas,

maka dalil  gugatan Penggugat  untuk bercerai  dengan Tergugat  terbukti

telah beralasan hukum, telah sesuai dengan  ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor:  1  Tahun 1974,  dan telah memenuhi  ketentuan

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karenanya  maka  gugatan

Penggugat petitum  angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak
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satu ba’in sughro Tergugat  terhadap Penggugat hal mana sesuai dengan

Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak hadir

di  persidangan  sedangkan  gugatan  Penggugat  tersebut  terbukti  telah

beralasan  hukum,  oleh  karena itu  berdasarkan Pasal  149 RBg,   maka

gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian,

maka berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor:  7  Tahun

1989  yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006

dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal  dari  peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir..

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat).

4. Membebankan  kepadaPenggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian  diputus  dalam rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama  Manna pada  hari  Selasa,  tanggal  9  Juli 2019

Masehi,      bertepatan     dengan  tanggal  6 Zulka’dah 1440  Hijriyah,

oleh  kami H.  Hartawan,  S.H.,  M.H., sebagai  Ketua  Majelis,

Marlin Pradinata, S.H.I.,  M.H., dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag., masing-masing

sebagai  Hakim Anggota,  putusan tersebut  pada hari  itu  juga diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis  tersebut  dengan

dihadiri  oleh  Hakim-Hakim  Anggota  dan  Zana  Sulasteri,  S.H.,  selaku

Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Penggugat  tanpa hadirnya

Tergugat.
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Hakim Anggota,                                    Ketua Majelis,

          
         Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.               H. Hartawan, S.H., M.H.

                  Hakim Anggota,

               Rojudin, S.Ag.,M.Ag.

 Panitera Pengganti,

             Zana Sulasteri, S.H.
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